Prediksi Beberapa Kemampuan Polri

yang Perlu Dibentuk dan Dibina

dalam Penerapan dan Peng

1. Pendahuluan
Isu global dem¢

ana makna
ikan sebagai

terhadap

tidak jar
melakukan
yang tldak

kepolisian.

Di sisi lain Issue gic
Hak Asasi Manusia d
sebagai suatu hak yang kurar
dengan kewajiban untuk melakuka
penghormatan dan perlindungan kepada
pihak lainnya, dan bahkan menurut
Sdr.Munir Ketua Yayasan Kontras
dalam acara penerimaan"The Right
Livehood Award "di depan parlemen
negara Swedia di Stockholm pada

*) Penulis adalah Kepala Pusat Pengembangan Ilmu
dan Teknologi Kepolisian, PTIK, Jakarta.

dilakukan oleh apara
1 pelaksanaan tugasnya,

pberbagai fakta yang
berkembang saat ini sehubungan dengan
penerapan dan penegakan Hak Asasi
Manusia di lingkungan peran dan tugas
Polri.

a. Rona lingkungan yang dihadapi saat
ini

1) Praktek penegakan Hak-hak Asasi
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Manusia (HAM) selama ini (di luar
maupun di dalam negeri) masih banyak
kelemahan dan banyak ditafsirkan dalam
proses penerapan maupun penegakannya
oleh berbagai pihak secara masing-

~ masing, hal ini dikarenakan adan i

kesenjangan dalam kesiapapg
keterbatasan atas kesediaa
standard HAM (Human R

Setting) yang dlberlak
dalam penegakan dan
sehingga dalam kon
memerlukan berb
membentuk pe
pihak tentang &
dan cara

kemanusian
pihak yangb

penghormatan

"The Blind Eye 0
bahwa dalam kehidu
berbangsa, dan berneg:
perangkat untuk mewujud
ketertiban dan keamanan, yait
peraturan institusi penga

pengendali yang dapat berfungsi sebagaiy,

penjamin tegaknya hukum dan tata tertib.
Mengacu dari teori tersebut dikaitkan
dengan proses penerapan dan penegakan
HAM di Indonesia, antara lain mengenai
apa dan bagaimana proses penerapan dan
penegakan HAM agar dapat dilakukan
secara wajar serta mampu dipatuhi oleh
seluruh pihak yang bersangkutan

walaupun saat ini baru siap dan tersedia
beberapa konvenan HAM (dari 36
konvensiInternasional tentang HAM bary
5 konvenan HAM yang diratifikasi oleh
_--- pudla 'Deplu -RI).
patan

sisi lain proses penerapan dan penega
HAM walaupgn dalam realitanya mas
suai dengan falsafah,
uddya, maupun moral
Indonesia, namun

masya_rakat dalam kehldupan global yang
nuansa dan momentumnya hendak dapat
diantisipasi Polri dalam peran, fungsi,
tugas, maupun misinya. Khususnyadalam
upaya untuk membentuk dan
meningkatkan kinerja serta citranya
sebagai aparat penegak hukum, pelindung
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dan pengayom, maupun pelayan
masyarakat dalam menciptakan kondisi
ketertiban dan keamanan dalam negeri.

b. Berbagai problem HAM dalam

pelaksanaan tugas Polri:

1) Padaprinsipnya"Hak AsasiM
merupakan martabat hakiki yan
oleh setiap pribadi manusi
itu setiap pihak me
asasi untuk ju
melindungi sertd’
dan martabat g

perkara, penggu
menimbulkan korban
bagainya yang muncul g
Kepolisian).

b) Pelaksanaan dan penegaka

yang bersangkutan dengan dan kewaj iban

asasi setiap pihak untuk melakukan
perlindungan dan penghormatan terhadap
keberadaan institusi dan pelaksanaan
tugas aparat Kepolisian dalam
menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya,
khususnya dalam melakukan aksi Fight-
ing Crimes, Protecting The People,

maupun Maintaining Law and Order
(termasuk dalam hal ini Law Enforce-
ment).
Kedua problema tersebutdiatas, secara
( d o ungjawab harus

: daa ntuk dapat
menunjuk an peran aktifnya dalam
bentuk wawasan (dialektika), konsepsi,
maupun etika serta upaya dalam
mewujudkan peran, fungsi, dan tugasnya
yang ditentukan oleh hukum dan
perundang-undangan yang berlaku. Untuk
mewujudkan hal tersebut kiranya berbagai
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sikap, prilaku, dan tindakan Polri dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.

' tugas dan akti.vitasnya .melakuka}n d) Nilai Kesiapan dalam menghadapi
tindakan preemtif, preventiv, respresif, kondisi Masa Depan (Readyness for

maupun rehabilitasi hendaknya dapat The Future Value) yang menyangkut
~ dilakukan dengan selalu memperhatikan ir.

‘berbagai aspek kepentingan yanggs
menyangkut problema dalam pene
dan penegakan Hak-hak Asasj
Oleh karena itu terhadap &
tersebut perlu diantisipag
konsisten, dan tegas g
upaya konsepsiondl
terprogram oleh gt
maupun aparat Pl

angan tugas yang s
beragam.
Dalamhali m1

eterkaitan antara tataran
aspek penerapan

pelaksanaan
aparatnya.

b) Nilai Kebebasan
dom and Fairnessly
menyangkut aspek ke
profesionalismenya dala
mewujudkan peran, fungsi, dan
tugasnya yang di-hadapkan pada™s,
berbagai keterbatasan, kesenjangan,
maupunrisiko yang mungkindihadapi.

selaku Aparaturﬁepohsxan dilindungi
dengan berbagai norma hukum, yait

mempunym hak untuk dilindungi dan

¢) Nilai Harmoni(Harmony Value) yang diperlakukan seperti layaknya pribadi
menyangkut aspek etika dalam upaya manusia dan warga negara Indonesia
menciptakan nuansa, kondisi, dan atau lainya. Dalam hal ini hak tersebut
situasi untuk mewujudkan suasana meliputi hak untuk mendapat
ketenangan, peningkatan kinerja, penghormatan dan perlindung-an
maupun pemberdayaan kemampuan sehubungan dengan keberadaan
yang dikaitkan dengan lingkup martabat dan hak-hak asasinya yang
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melekat pada dirinya sebagai pribadi dari bentuk siksaan maupun perlakuan

manusia, di mana seperti yang yang tidak manusiawi, hal ini
ditentukan dalam norma Pasal 1 The dinyatakan dalam ketentuan norma
Universal Declaration of Human Right Pasal 3dan5 UDHR, ketentuan norma

(UDHR) juga berlaku bagi mereka [ 9:€CPR, maupun
semua, di samping itu juga hak nul i

mendapatkan penghormat
perlindungan sehubun

termuat dal
Conduct -'

b)

)

Pemerintah, dllarang U
oleh berbagai pihak, hal inid ata
dalam norma Pasal 13 ayat (3) Déeig

ration on The Protection of All Person = : s¥attitan Standard Mini

From Enforced Disoppearance mum untuk Tindakan-tindakan

(DPEP) maupun ke-tentuan norma Kepolisian yang telah dideklarasikan

Pasal 2 CCPR. dalam Dokumen PBB Nomor 45/110
d) Setiap personil petugas Kepolisian tanggal 14 Desember 1990.

berhak atas kehidupan dan keamanan ¢) Sedangkan pelanggaran Hak Asasi

pribadinya, oleh lgarena itu personil Manusia yang bersangkutan dengan
Polri harus dapat dalam keadaan bebas pelaksanaan proses dan mekanisme
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AparatPolri
gugatan, dan @
dengan prost
penegakan
kemampuan se

b)

c)

tugas Kepolisian oleh para aparatur/ -

pejabat Polri terhadap warga
masyarakat dapat dikenakan sanksi
hukum dan atau sanksi sosial yang
ditetapkan secara lokal oleh institusi
dan atau tataran kehidupan masyara
yang dilayaninya, selain itu juga®
berbagai sanksi yang telah.gd#

dan diberlakukan dalarg
secara konversional 4

Berbagai kemampif;
diadakan, dibing}

Polri dalam mg)
menindaklan,
penegakan
sebagai beq

berbagai keta
penerapan HAR
peran dan tugas
Pimpinan Institu
Polri kepada seluru
anggotanya.

Kemampuan untuk membégi
petunjuk lapangan maupun pe
teknis serta menggladi berbagai
pelaksanaan peran dan tugas Polri
dapat terhindar dari "Tindakan yang
Salah Prosedur”.

Kemampuan untuk memberikan
pengawasan, pengendalian, dan
tindakan tegas kepada unsur Institusi
maupun aparat Polri yang telah
terbukti dan dinyatakan benar-benar
melanggar HAM dalam pelaksanaan

peran dan atau tugasnya, walaupun
ada pernyataan "Penerapan dan
Penegakan HAM Tidak Absolut"
namun Polri dalam hal ini hendaknya

adapta51 pen‘?esualan dan
pengembangan kultur secara
ehubungan dengan pred

sehingga Poln dapat mengurangi
berbagai kondisi yang mengarah pada
berbagai bentuk keterangan
(resistency) dan atau kesalahan
tindakan (error activities) yang
menimbulkan tuntunan dan gugatan
HAM.
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g) Kemampuan untuk dapat meng- kewenangan Kepolisian agar tidak

i)

hindari diri dari berbagai suasana menimbulkan ekses yang

konflik yang secara esensi justru akan bersangkutan dengan penerapan dan
menjatuhkan wibawa dan martabat penegakan HAM.
Polri, sehingga Polri diharapkan dapat _jy rrr—
selalu memperhatikan secara ce
bentuk, sifat, dan medan, s
konflik yang benar-benz

diri pada konsp1ra31 on
dalam kehidupan berma
berbangsa, maupun bernegarani
nesia, namun dalam hal ini Polri justr
diharapkan dapat meredam konflik

diberbagai tingkat lokal sehubungan
dengan keamanan bersama sertadalam ; -
rangkaupaya menegakkan® Supremasi (1) Upaya Polri dalam menerapkan dan

mernprom051 an bcrbagalhal antara lain
sebagai berikut

Hukum maupun keadilan * menegakan HAM di lingkunganya .
Kemampuan untuk melakukan (2) Upaya membangun image Polri,
improvisasi terhadap berbagai (3)Reposisi dan redisposisi keberadan
tindakan yang menggunakan Polri dalam menyikapi proses era
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Swadaya Masyarakat (kampus, profesi, 2) Bersangkutan dengan proses

‘agama, sosial, dan lain-lain) dalamrangka perlindungan dan penghormatan .
upaya untuk menciptakan kekuatan dan berbagai pihak kepada keberadaan '
ataukemampuan guna memberikan lnStltllSl maupun aparat kepolisian

~tekanan (pressure), bantuan pemikiran, dalam-pelaksanaan:pera ‘dan

moral support, dan atau sounding board
terhadap berbagai upaya pener
maupun penegakan hak dan kes
asasi manusia bersangkuta
keberadaan maupun pel
dan tugas Polri. P

j) Kemampuanun
dan atau sikap yang

disimpulkan sebagai ¥

a. Prediksi dan antis
penerapan maupun penegakar
Manusia di lingkungan peran'g
Polri tertuju pada dua aspek yaitu
1) Bersangkutan dengan proses
penggunaan kewenangan kepolisian

yang menimbulkan tuntutan dan atau  1anjut dalam roses penerapan dan
gugatan HAM; dan pEHGgakaﬂ Hak AsaSi Manusia di

lingkungan peran dan tugas Polri.

42 Bhayangkara Edisi 48 Januari - Maret 2001



